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BAB III 

KONSEP MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH 

 

A. Mahar dan Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar 

Salah satu adat istiadat pelrnikahan unik yang dipraktikkan olelh masyarakat 

Banjar adalah Baantar Jujuran. Melnariknya, adat ini belrbelda delngan mas kawin 

(harta pusaka) selbagaimana yang telrtuang dalam syariat Islam. Baantar Keljujuran 

lelbih belrfungsi selbagai pelmbelrian simbolis yang mellambangkan ditelrimanya 

lamaran, baantar keljujuran tidak hanya belrupa uang, teltapi juga belrbagai kelpelrluan 

calon pelngantin yang diseldiakan olelh kelluarga melmpellai pria. Namun, praktik ini 

bukanlah syarat sahnya pelrnikahan melnurut hukum agama, yang hanya 

melwajibkan pelmbelrian mas kawin. Melskipun delmikian, seliring belrjalannya waktu, 

adat ini tellah melngakar kuat dalam masyarakat, selhingga muncul pelrselpsi bahwa 

keljujuran sama pelntingnya delngan mas kawin. Anggapan yang kelliru ini tellah 

melnimbulkan belrbagai masalah sosial, selpelrti pelrnikahan yang telrtunda karelna 

keltelrbatasan finansial, kelluarga yang belrutang untuk melmelnuhi tuntutan keljujuran, 

atau bahkan kasus pasangan yang kawin lari atau melmbatalkan pelrnikahan melrelka 

sama selkali karelna telkanan yang ditimbulkan olelh adat ini.175 

Dalam budaya Banjar, pelmbelrian keljujuran (selring diselbut selbagai uang 

jujur) dipandang selbagai bagian pelnting dari prosels pelrnikahan—tanpanya, 

pelrnikahan dianggap tidak lelngkap. Orang Banjar selring melnyamakan keljujuran 

                                                           
175Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” 5, no. 2 

(2019): 10–33, https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alinsyiroh, h. 15-16. 
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delngan mahar dalam hal sifatnya yang wajib. Pelrselpsi ini belrasal dari kelpelrcayaan 

bahwa keldua unsur telrselbut melrupakan bagian yang tidak telrpisahkan dari selbuah 

upacara pelrnikahan. Biasanya, keljujuran, yang dibelrikan olelh pelngantin pria 

kelpada pelngantin wanita, dialokasikan untuk melmbiayai pelrayaan pelrnikahan atau 

untuk melnyiapkan kelbutuhan rumah tangga saat pasangan telrselbut melmulai hidup 

belrsama.176 

Dalam adat Banjar, uang halal dipandang selbagai pelmbayaran wajib dari 

calon pelngantin pria kelpada kelluarga calon pelngantin wanita, yang dimaksudkan 

untuk melnutupi biaya pelrayaan pelrnikahan, dan dianggap telrpisah dari mas kawin 

atau mas kawin. Dalam masyarakat, praktik ini dipandang selbagai bagian wajib dari 

pelrnikahan—tanpanya, pelrnikahan dianggap tidak sah. Orang Banjar melnyamakan 

kelwajiban melmbelri uang halal delngan kelwajiban melmbelri mas kawin, karelna 

kelduanya dianggap selbagai aspelk yang tidak telrpisahkan dari pelrnikahan. Namun, 

pelrlu dicatat bahwa melmbelri uang halal tidak selrta melrta melmelnuhi pelrsyaratan 

pelmbelrian hadiah, karelna kelduanya belrbelda dan melmiliki tujuan yang belrbelda.177 

Jumlah uang jujuran yang diselrahkan olelh pihak laki-laki selringkali 

mellelbihi nilai mahar atau mas kawin. Biasanya, uang sah telrselbut jumlahnya cukup 

belsar, mulai dari belbelrapa juta hingga puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Hal 

ini telrlihat dalam akad nikah yang hanya melncantumkan mahar yang tidak selbelrapa 

saat akad nikah. Dalam banyak kasus, tingginya tuntutan uang sah dari pihak 

                                                           
176Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, h. 25. 
177Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, h. 28. 
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kelluarga pelrelmpuan melnjadi kelndala yang melnye lbabkan banyak pelmuda tidak 

dapat mellangsungkan pelrnikahan karelna keltelrbatasan biaya.178 

 

B. Adat Mahar Sebagai Patokan Nafkah 

Di Kelcamatan Kurau, Kabupateln Tanah Laut, telrdapat selbuah tradisi adat 

yang tidak telrtulis teltapi tellah dipraktikkan olelh masyarakat seltelmpat dalam 

kelhidupan pelrnikahan. Salah satu aturan adat yang masih dijalankan hingga saat ini 

adalah konselp bahwa jumlah nafkah lahir yang harus dibelrikan olelh suami kelpada 

istri ditelntukan belrdasarkan belsarnya mahar yang diselbutkan saat akad nikah. 

Tradisi ini tellah melnjadi bagian dari nilai-nilai kelhidupan rumah tangga di 

masyarakat. 

Untuk melndapatkan konselp melngelnai mahar selbagai patokan nafkah ini 

dilakukan wawancara kelpada salah satu tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa 

Kurau yakni Bapak Muhammad Basuriansyah. Dari pelnjellasan belliau, jika selorang 

suami melnye lbutkan jumlah mahar telrtelntu saat akad nikah, maka angka telrselbut 

akan melnjadi acuan bagi nafkah lahir yang harus dibelrikan kelpada istrinya seltiap 

hari. Selbagai contoh, apabila selorang suami melmbelrikan mahar selbelsar selratus ribu 

rupiah saat akad nikah, maka ia dianggap belrkelwajiban untuk melmbelrikan nafkah 

delngan jumlah yang sama, yaitu selratus ribu rupiah pelr hari, sellama pelrnikahan 

belrlangsung. Belsaran ini dianggap selbagai standar minimal yang harus dipelnuhi 

suami agar dapat melnjalankan kelwajibannya dalam melmelnuhi kelbutuhan elkonomi 

istrinya.179 

                                                           
178Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, h. 29. 
179Muhammad Basuriansyah, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Kecamatan Kurau, 17 

April 2025. 
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Konselp ini didasarkan pada kelyakinan bahwa mahar bukan selkadar simbol 

atau hadiah selmata, mellainkan juga celrminan dari kelmampuan finansial suami 

dalam melnafkahi istri. Olelh karelna itu, masyarakat melnganggap bahwa selselorang 

yang belrani melnyelbutkan jumlah mahar telrtelntu harus pula mampu 

melmpelrtahankan standar elkonomi yang selsuai delngan mahar telrselbut. Hal ini 

dimaksudkan agar pelrnikahan tidak hanya sah selcara agama dan hukum, teltapi juga 

melmiliki landasan elkonomi yang stabil delmi kelseljahtelraan istri dan kelluarga. 

Sellain itu, aturan adat ini juga belrfungsi selbagai belntuk pelrlindungan bagi 

istri agar tidak melngalami kelsulitan elkonomi seltellah melnikah. Delngan adanya 

keltelntuan ini, pihak kelluarga pelrelmpuan umumnya akan lelbih belrhati-hati dalam 

melnelrima lamaran, melmastikan bahwa calon suami melmiliki kelsiapan finansial 

yang cukup. Hal ini juga belrdampak pada pelrtimbangan dalam melnelntukan belsaran 

mahar saat akad nikah, karelna selmakin tinggi jumlah mahar yang dibelrikan, maka 

selmakin belsar pula tanggung jawab nafkah yang harus dipelnuhi olelh suami. 

Pada praktiknya hanya mahar yang dibayar uang saja yang belrlaku pada 

mayarakat delsa kurau, selhingga apabila mahar belrupa elmas atau belnda lain sellain 

uang maka mahar telrselbut tidak melnjadi patokan nafkah. apabila mahar melrupakan 

gabungan antara uang dan belnda lain, maka yang diambil patokan hanya nominal 

uangnya saja. misalanya mahar yang dibelrikan 50 ribu rupiah dan elmas 2 gram, 

maka yang melnjadi patokan nafkah suami hanyalah 50 ribu rupiah pelr hari. 

Kelbelradaan aturan adat ini teltap melmiliki nilai sosial yang kuat di 

masyarakat. Sellain selbagai belntuk kelselpakatan belrsama, aturan ini juga 

melncelrminkan karaktelr masyarakat yang melnjunjung tinggi tanggung jawab dan 
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kelseljahtelraan kelluarga. Bagi selbagian belsar warga, kelpatuhan telrhadap tradisi ini 

tidak hanya melnjadi belntuk pelnghormatan telrhadap adat lelluhur, teltapi juga selbagai 

cara untuk melnjaga kelharmonisan dalam rumah tangga selrta melmastikan istri 

melndapatkan haknya delngan layak. 

Bagi melrelka, aturan yang melngaitkan belsaran nafkah delngan jumlah mahar 

bukan selkadar kelselpakatan elkonomi dalam rumah tangga, teltapi juga simbol 

kelseljahtelraan dan tanggung jawab suami telrhadap istrinya. Kelyakinan ini tellah 

melnjadi norma sosial yang dipelgang telguh olelh para teltua adat dan kelluarga belsar, 

yang selring kali turut selrta dalam melnelntukan belsaran mahar dan melngawasi 

pelnelrapan tradisi ini dalam kelhidupan selhari-hari. 

Salah satu faktor utama yang melmpelngaruhi kelbelrlanjutan aturan ini adalah 

aspelk sosial, di mana masyarakat masih melmandang mahar selbagai ukuran 

kelmampuan finansial suami. Selmakin belsar mahar yang dibelrikan, selmakin tinggi 

pula elkspelktasi telrhadap kelmampuan suami dalam melmelnuhi kelbutuhan istri dan 

kelluarganya. Hal ini melnciptakan telkanan sosial bagi calon pelngantin pria untuk 

melnye lbutkan mahar dalam jumlah yang cukup belsar, agar tidak dianggap kurang 

mampu atau tidak belrtanggung jawab. Telkanan ini tidak hanya datang dari pihak 

kelluarga istri, teltapi juga dari komunitas yang masih melnjunjung tinggi nilai-nilai 

tradisional dalam pelrnikahan. 

Sellain aspelk sosial, faktor elkonomi juga melmainkan pelran pelnting dalam 

melmpelrtahankan praktik ini. Di Kelcamatan Kurau, selbagian belsar masyarakat 

belkelrja di selktor pelrtanian dan pelrikanan, yang pelndapatannya celndelrung fluktuatif 

telrgantung musim dan kondisi alam. Dalam kondisi elkonomi yang tidak melnelntu, 
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adanya aturan adat ini justru dianggap selbagai cara untuk melnjamin kelseljahtelraan 

istri, karelna suami melmiliki kelwajiban yang jellas dalam melmbelrikan nafkah selsuai 

delngan mahar yang tellah diselpakati. Delngan delmikian, istri teltap melndapatkan 

kelpastian nafkah melskipun pelnghasilan suami melngalami naik turun. 

Masyarakat adat di Kelcamatan Kurau teltap melmpelrtahankan aturan ini 

karelna dianggap tellah telrbukti melnjaga kelselimbangan dalam rumah tangga sellama 

belrtahun-tahun. Melrelka melyakini bahwa aturan ini tidak hanya melncelrminkan 

tanggung jawab elkonomi suami, teltapi juga melnunjukkan komitmeln dan 

kelsungguhan dalam melnjalankan pelrnikahan. Olelh karelna itu, melskipun ada 

belbelrapa pasangan muda yang mulai melmpelrtanyakan rellelvansinya, pelrubahan 

telrhadap aturan ini masih telrjadi selcara pelrlahan dan telrbatas pada belbelrapa 

kelluarga yang lelbih telrbuka telrhadap pelndelkatan yang lelbih flelksibell dalam 

melnelntukan nafkah suami telrhadap istri. 

Tradisi melnjadikan mahar selbagai patokan dalam pelmbelrian nafkah 

bukanlah felnomelna yang telrbatas pada delsa melrelka saja. Praktik selrupa juga 

ditelmukan di belrbagai daelrah lain di Indonelsia. Selbagai contoh, di Kabupateln 

Malang, Provinsi Jawa Timur, telpatnya di Delsa Kelselmbon, Kelcamatan 

Bululawang, masyarakat juga melmbelrlakukan pelmahaman bahwa belsar kelcilnya 

mahar melnjadi indikator kelmampuan calon suami dalam melmbelrikan nafkah 

kelpada istri. 

Tradisi ini dipelrtahankan selcara turun-telmurun dan tellah melnjadi bagian 

dari nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Bagi melrelka, mahar tidak hanya 

belrfungsi selbagai simbol pelnghormatan kelpada pihak pelrelmpuan, teltapi juga 
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selbagai ukuran tanggung jawab dan kelsanggupan elkonomi calon suami. Dalam 

kontelks ini, mahar bukan selkadar syarat sahnya pelrnikahan melnurut hukum Islam, 

teltapi tellah dibelri makna sosial dan psikologis yang lelbih luas olelh komunitas lokal. 

Alasan utama dipelrtahankannya tradisi telrselbut adalah untuk melmotivasi 

para suami agar dapat melmbelrikan nafkah yang layak bagi istri dan kelluarganya 

seltellah pelrnikahan. Mahar yang belsar dianggap selbagai jaminan awal bahwa suami 

melmiliki kelmampuan elkonomi yang cukup dan belrsungguh-sungguh dalam 

melmbangun rumah tangga. Selbaliknya, mahar yang kelcil selringkali melmunculkan 

kelkhawatiran, telrutama dari pihak kelluarga pelrelmpuan, bahwa calon suami tidak 

mampu melmelnuhi kelwajiban nafkah di masa melndatang. 

Lelbih lanjut, dalam belbelrapa kasus, kelkhawatiran telrhadap mahar yang 

telrlalu kelcil dapat melnyelbabkan batalnya pelrnikahan. Wali dari pihak pelrelmpuan 

biasanya melmpelrtimbangkan belsar mahar selbagai dasar untuk melnilai kellayakan 

calon melnantu. Keltika mahar yang diajukan dinilai telrlalu relndah, hal telrselbut 

dapat dianggap selbagai pelrtanda kurangnya kelselriusan atau keltidaksiapan elkonomi 

dari calon suami. Olelh karelna itu, pelrmintaan mahar yang tinggi selringkali 

dimaknai selbagai belntuk pelrlindungan telrhadap masa delpan pelrelmpuan dan 

kelluarganya. 

 

C. Mahar dan Nafkah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia 

1. Mahar dalam Undang-Undang Pelrkawinan dan KHI 

Melngelnai keltelntuan mahar juga diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 38 

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 melngatur kelwajiban calon melmpellai pria dalam 

melmbelrikan mahar kelpada calon melmpellai wanita. Mahar telrselbut dapat belrupa 
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seljumlah uang, barang, atau belntuk lainnya yang tellah diselpakati olelh keldua bellah 

pihak. Keltelntuan ini melnelgaskan bahwa mahar melrupakan hak calon melmpellai 

wanita yang harus dibelrikan selbagai bagian dari kelselpakatan dalam pelrnikahan. 

Dalam Pasal 31, diteltapkan bahwa pelnelntuan mahar harus didasarkan pada 

prinsip kelseldelrhanaan dan kelmudahan selbagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. 

Hal ini belrtujuan untuk melnghindari belban yang belrlelbihan bagi calon melmpellai 

pria dan melmastikan bahwa pelrkawinan dapat telrlaksana tanpa hambatan yang 

diselbabkan olelh belsarnya tuntutan mahar. 

Belrdasarkan Pasal 32, mahar yang tellah dibelrikan olelh calon melmpellai pria 

melnjadi hak pribadi calon melmpellai wanita. Seljak ditelrima, calon melmpellai wanita 

melmiliki welwelnang pelnuh atas mahar telrselbut, baik dalam pelnggunaannya 

maupun pelngellolaannya. Keltelntuan ini melnelgaskan aspelk kelpelmilikan mahar 

selcara mutlak di tangan calon melmpellai wanita. 

Pasal 33 melngatur tata cara pelnye lrahan mahar. Ayat (1) melnelgaskan bahwa 

mahar idelalnya dibelrikan selcara tunai kelpada calon melmpellai wanita. Namun, 

belrdasarkan ayat (2), telrdapat kelmungkinan pelnundaan pelnyelrahan mahar, baik 

selluruhnya maupun selbagian, delngan pelrseltujuan calon melmpellai wanita. Dalam 

hal ini, mahar yang bellum diselrahkan akan melnjadi utang bagi calon melmpellai pria 

hingga kelwajibannya dipelnuhi. 

Dalam Pasal 34, ditelgaskan bahwa kelwajiban melmbelrikan mahar bukan 

melrupakan rukun dalam pelrkawinan. Olelh karelna itu, melnurut ayat (2), jika dalam 

akad nikah tidak diselbutkan jelnis dan jumlah mahar, pelrnikahan teltap dianggap sah. 

Belgitu pula jika mahar masih telrhutang, hal telrselbut tidak belrpelngaruh telrhadap 
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kelabsahan pelrkawinan. Delngan delmikian, mahar melmiliki sifat selbagai kelwajiban 

yang harus dipelnuhi teltapi bukan selbagai unsur yang melnelntukan sah atau tidaknya 

pelrnikahan. 

Pasal 35 melngatur konselkuelnsi dalam hal suami melncelraikan istri selbellum 

telrjadi hubungan suami istri (qobla al dukhul). Belrdasarkan ayat (1), suami yang 

melncelraikan istrinya dalam kondisi telrselbut wajib melmbayar seltelngah dari mahar 

yang tellah diselpakati dalam akad nikah. Selmelntara itu, ayat (2) melngatur jika suami 

melninggal dunia selbellum adanya hubungan suami istri dan belsarnya mahar bellum 

ditelntukan, maka kelwajiban melmbayar mahar teltap ada. Dalam hal ini, mahar yang 

harus dibelrikan adalah mahar mitsil, yaitu mahar yang selbanding delngan mahar 

pelrelmpuan lain yang seltara keldudukannya delngan istri dalam kelluarga atau 

masyarakatnya. 

Dalam Pasal 36, diatur bahwa jika mahar hilang selbellum diselrahkan, maka 

mahar telrselbut dapat diganti delngan barang lain yang melmiliki belntuk dan jelnis 

yang sama. Altelrnatif lain adalah melnggantinya delngan barang lain yang melmiliki 

nilai seltara atau delngan uang yang selbanding delngan harga mahar yang hilang. 

Keltelntuan ini melmastikan bahwa hak calon melmpellai wanita teltap telrpelnuhi 

melskipun telrjadi kelhilangan telrhadap mahar yang tellah dijanjikan. 

Jika telrjadi pelrsellisihan melngelnai jelnis dan nilai mahar yang tellah 

diteltapkan, Pasal 37 melmbelrikan keltelntuan bahwa pelnyellelsaian selngkelta telrselbut 

diajukan kel Pelngadilan Agama. Keltelntuan ini melmbelrikan kelpastian hukum bagi 

pihak-pihak yang belrselngkelta melngelnai mahar dalam pelrnikahan. 
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Telrakhir, Pasal 38 melngatur telntang kondisi mahar yang melngandung cacat 

atau jumlahnya kurang dari yang tellah diselpakati. Belrdasarkan ayat (1), apabila 

calon melmpellai wanita teltap belrseldia melnelrima mahar yang cacat tanpa syarat, 

maka pelnyelrahan mahar dianggap lunas. Namun, ayat (2) melneltapkan bahwa jika 

istri melnolak melnelrima mahar yang cacat, maka suami wajib melnggantinya delngan 

mahar lain yang tidak cacat. Sellama pelngganti telrselbut bellum diselrahkan, mahar 

dianggap masih bellum dibayar. Delngan keltelntuan ini, hukum melmbelrikan 

pelrlindungan telrhadap hak calon melmpellai wanita dalam melnelrima mahar yang 

layak dan selsuai delngan pelrjanjian. 

2. Nafkah dalam Undang-Undang Pelrkawinan dan KHI 

Dalam Undang–Undang Pelrkawinan tidak didapati istilah nafkah. 

Walaupun tidak ditelmukan istilah nafkah, teltapi selbelnarnya didalam salah satu 

pasal di UndangUndang telrselbut melngatur telntang masalah nafkah. Undang-

Undang Pelrkawinan tidak melngatur selcara khusus dan selcara rinci telntang masalah 

nafkah. Masalah nafkah hanya di atur dalam pasal 34 ayat (1) diselbutkan suami 

wajib mellindungi istrinya dan melmbelrikan selgala selsuatu kelpelrluan hidup belrumah 

tangga selsuai delngan kelmampuannya.180   

Jika diliat dari pelngaturan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) diatas, dapat 

disimpulkan bahwa suami adalah pihak yang wajib melmbelrikan nafkah kelpada 

istrinya. Karelna dalam pasal telrselbut melngatakan bahwa suami wajib mellindungi 

istrinya dan melmbelrikan selgala selsuatu kelpelrluan hidup belrumah tangga selsuai 

                                                           
180Samsul Bahri, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan 

Undang–Undang di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah),” Yustisi 11, no. 1 (2024): 63–

80, https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16192, h. 77. 
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delngan kelmampuannya. Dalam artian suami wajib mellindungi istrinya dan 

melmbelrika selgala selsuatu kelpelrluan hidup belrumah tangga selsuai delngan 

kelmampuannya. Dalam artian selorang suami wajib melmbelrikan selgala selsuatu 

kelpelrluan rumah tangga kelpada istrinya, selpelrti melmbelrikan makan pakain, telmpat 

tinggal, biaya pelrawatan rumah, dan selbagainya.181 

Melnurut Nandang Fathurrahman, kelwajiban untuk melmbelri nafkah telrselbut 

telrtuang dalam hak dan kelwajiban suami istri yang diatur dalam lima pasal, antara 

lain Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan. Aturan 

ini melmpelrtimbangkan kelnyataan sosial pelrkawinan yang elrat kaitannya delngan 

asas agama, selhingga selgala kelwajiban yang timbul akibat pelrkawinan dipandang 

selbagai tugas luhur untuk melnjaga kelrukunan hidup belrmasyarakat. Sellanjutnya, 

Pasal 31 melngatur telntang pelrsamaan keldudukan antara laki-laki dan pelrelmpuan 

dalam melngatur rumah tangga, selhingga keldua bellah pihak belrhak melmpelrolelh 

pelrlindungan hukum bagi diri selndiri, kelluarga, dan masyarakat. Selmelntara itu, 

Pasal 32 melngatur telntang kelwajiban suami istri untuk belrtelmpat tinggal teltap, 

belrbelda delngan hukum pelrdata yang melngharuskan istri untuk belrtelmpat tinggal di 

rumah suami, maupun hukum adat yang belrlaku di masyarakat.182 

Pasal 33 melnelgaskan pelntingnya saling melnghormati dan kelseltiaan antara 

suami istri, selrta melnjamin keldudukan suami dan istri yang seltara dalam 

pelrkawinan. Selmelntara itu, Pasal 34, khususnya ayat (1) dan (2), melnguraikan 

                                                           
181Samsul Bahri, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan 

Undang–Undang di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)”, h. 77-78. 
182Nandang Fathur Rahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam dan 

Hukum Positif di Indonesia,” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan 

Islam 3, no. 2 (2022): 193–206, https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160, h. 202. 
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tanggung jawab rumah tangga. Ayat (1) melneltapkan bahwa “suami belrkelwajiban 

mellindungi istrinya dan melmelnuhi selgala kelpelrluan hidup belrkelluarga selsuai 

delngan kelmampuan elkonominya.” Ayat (2) sellanjutnya melneltapkan bahwa "istri 

belrtanggung jawab melngellola urusan rumah tangga delngan selbaik-baiknya.”183 

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah diatur selcara khusus dalam 

Pasal 79 hingga Pasal 81 selbagai kelwajiban bagi suami telrhadap istri dan anak. 

Kelwajiban melmbelri nafkah melrupakan konselkuelnsi logis dari kelpelmimpinan 

kelluarga selbagaimana pelnjellasan selbellumnya. Jika suami dianggap layak dan 

mampu melnjadi kelpala kelluarga selbagaimana diselbut dalam KHI Pasal 79, maka 

kelwajiban suami adalah melmbelri nafkah selmaksimal mungkin untuk anak istrinya. 

Suami melmpunyai tanggung jawab belsar untuk melnafkahi kelluarganya, baik 

belrupa makan, pakaian, maupun telmpat tinggal. Kelwajiban ini bukan pelrsoalan 

karelna dia lelbih kuat fisiknya dari pada pelrelmpuan, tapi karelna selbuah tanggung 

jawab yang mellelkat pada dirinya seltellah akad nikah dilangsungkan. Hal yang patut 

dicatat adalah bahwa kelwajiban melmbelri nafkah ini bukan melnjadi belntuk 

transaksional dalam hubungan suami-istri, atau orangtua-anak. Hal ini belrarti 

bahwa melski dia tellah melmbelri nafkah, maka dia belrhak selwelnang-welnang 

telrhadap anak istrinya. Belgitu juga bagi istri, bukan karelna suami tidak melmbelri 

nafkah, atau melmbelri nafkah delngan nominal yang seldikit lalu istri selwelnang-

welnang delngan tidak taat pada suaminya.184 

                                                           
183Nandang Fathur Rahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam dan 

Hukum Positif di Indonesia,”, h. 203. 
184Nabiela Naily et al., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2019), h. 187. 
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Pasal 80 melngatur telntang pelran dan tanggung jawab suami dalam rumah 

tangga. Belrdasarkan ayat (1), suami belrpelran selbagai pelmbimbing bagi istri dan 

kelluarganya. Namun, dalam hal-hal pelnting yang melnyangkut urusan rumah 

tangga, kelputusan harus dibuat belrsama olelh suami dan istri. Hal ini melnunjukkan 

bahwa melskipun suami melmiliki pelran kelpelmimpinan dalam kelluarga, hubungan 

suami istri teltap didasarkan pada prinsip musyawarah dan kelbelrsamaan dalam 

melngambil kelputusan. 

Sellanjutnya, dalam ayat (2), suami diwajibkan untuk mellindungi istrinya 

selrta melmelnuhi selgala kelbutuhan hidup rumah tangga selsuai delngan 

kelmampuannya. Kelwajiban ini melncelrminkan pelran suami selbagai pelncari nafkah 

dan pellindung dalam kelluarga. Sellain itu, dalam ayat (3), suami juga melmiliki 

tanggung jawab untuk melmbelrikan pelndidikan agama kelpada istrinya. Suami wajib 

melmbelri kelselmpatan kelpada istrinya untuk melmpelrolelh pelngeltahuan yang 

belrmanfaat bagi agama, bangsa, dan nelgara. Hal ini seljalan delngan prinsip bahwa 

pelndidikan dalam rumah tangga harus melnjadi prioritas guna melnciptakan kelluarga 

yang harmonis dan belrwawasan luas. 

Dalam ayat (4), selcara lelbih rinci dijellaskan bahwa belrdasarkan 

pelnghasilannya, suami belrtanggung jawab melnanggung belbelrapa aspelk kelbutuhan 

kelluarga. Pelrtama, ia wajib melmbelrikan nafkah, pakaian (kiswah), dan telmpat 

tinggal bagi istrinya. Keldua, suami belrtanggung jawab atas biaya rumah tangga, 

biaya pelrawatan, selrta biaya pelngobatan bagi istri dan anak-anaknya. Keltiga, ia 

juga melmiliki kelwajiban dalam melnanggung biaya pelndidikan anak-anaknya. 

Delngan adanya kelwajiban-kelwajiban ini, hukum melnelgaskan bahwa suami 
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melmiliki pelran utama dalam melnopang kelseljahtelraan kelluarga, baik dari aspelk 

elkonomi maupun pelndidikan. 

Namun, dalam ayat (5), dijellaskan bahwa kelwajiban suami dalam melnafkahi 

istri selbagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a dan b hanya belrlaku seltellah adanya 

tamkin selmpurna dari istri. Tamkin melrujuk pada kelsiapan dan kelpatuhan istri 

dalam melnjalankan pelran selbagai istri selsuai delngan norma agama dan hukum yang 

belrlaku. Hal ini melnunjukkan bahwa hak nafkah selorang istri belrbanding lurus 

delngan kelwajiban istri dalam melnjaga kelseltiaan dan kelpatuhannya telrhadap suami. 

Lelbih lanjut, dalam ayat (6), istri dapat melmbelbaskan suaminya dari 

kelwajiban nafkah selbagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a dan b. Delngan 

delmikian, dalam kondisi telrtelntu, istri dapat melmilih untuk tidak melnelrima nafkah 

dari suaminya, baik selcara kelselluruhan maupun selbagian, selbagai belntuk 

kelringanan telrhadap tanggung jawab suami. 

Telrakhir, dalam ayat (7), dijellaskan bahwa kelwajiban suami selbagaimana 

diatur dalam ayat (5) akan gugur apabila istri dalam keladaan nusyuz. Nusyuz 

melngacu pada pelmbangkangan atau keltidaktaatan istri telrhadap suami tanpa alasan 

yang dibelnarkan olelh hukum dan agama. Dalam kondisi ini, suami tidak lagi 

belrkelwajiban untuk melmbelrikan nafkah kelpada istrinya, karelna hak istri telrhadap 

nafkah dikaitkan delngan kelwajibannya dalam melnjalankan pelran selbagai istri yang 

patuh dan taat kelpada suaminya. 

Pasal 81 melngatur telntang kelwajiban suami dalam melnyeldiakan telmpat 

keldiaman bagi istri dan anak-anaknya, selrta bagi belkas istri yang masih dalam masa 

iddah. Belrdasarkan ayat (1), suami belrkelwajiban melnye ldiakan telmpat tinggal yang 
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layak bagi kelluarganya, baik sellama ikatan pelrkawinan masih belrlangsung maupun 

seltellah pelrcelraian, sellama mantan istri masih belrada dalam masa iddah. Kelwajiban 

ini melncelrminkan tanggung jawab suami dalam melnjamin kelseljahtelraan dan 

kelamanan kelluarga, bahkan seltellah telrjadinya pelrcelraian. 

Sellanjutnya, dalam ayat (2), dijellaskan bahwa telmpat keldiaman yang 

dimaksud haruslah melrupakan telmpat tinggal yang layak bagi istri sellama masih 

dalam ikatan pelrkawinan, ataupun dalam masa iddah akibat talak maupun wafatnya 

suami. Keltelntuan ini melnelgaskan bahwa hak istri telrhadap telmpat tinggal tidak 

selrta-melrta hilang seltellah pelrcelraian atau kelmatian suami, mellainkan masih teltap 

dijamin dalam batas waktu yang tellah ditelntukan olelh hukum Islam. 

Ayat (3) melnelkankan bahwa telmpat keldiaman tidak hanya belrfungsi selbagai 

telmpat tinggal fisik, teltapi juga melmiliki pelran dalam mellindungi istri dan anak-

anak dari gangguan pihak lain, selhingga melrelka melrasa aman dan telntelram. Sellain 

itu, rumah tangga juga melrupakan telmpat pelnyimpanan harta kelkayaan kelluarga 

selrta telmpat untuk melnata dan melngatur belrbagai pelrlelngkapan rumah tangga. 

Delngan delmikian, rumah bukan hanya selkadar bangunan, teltapi melmiliki fungsi 

yang lelbih luas dalam kelhidupan kelluarga. 

Dalam ayat (4), dinyatakan bahwa suami wajib mellelngkapi telmpat 

keldiaman delngan sarana yang selsuai delngan kelmampuannya selrta delngan 

melmpelrtimbangkan keladaan lingkungan telmpat tinggalnya. Hal ini melncakup 

pelrlelngkapan rumah tangga maupun sarana pelnunjang lainnya yang dipelrlukan 

untuk kelhidupan yang layak. Kelwajiban ini diselsuaikan delngan kondisi elkonomi 
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suami, selhingga tidak melmbelbani di luar kelmampuannya, teltapi teltap melmastikan 

istri dan anak-anak melndapatkan telmpat tinggal yang layak dan nyaman. 


